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PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

I NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG

i RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

! BUPATI NIAS SEUTAN,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang
memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan
daerah dan ; akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
bahwa sesuaijdengan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur retribusi terminal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3186);!
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undag-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, -Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); • '

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelak^anaan Hukun Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah, -Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan
Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara.Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan1 Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan ilnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Keputusan IVIenteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal
Transportasi Jalan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 3);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
dan

J BUPATI NIAS SELATAN f';j
MEMUTUSKAN :i

i
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

i ! Pasal 1lDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. ;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati,i dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. j

4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan. J
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nias Selatan. j
6. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Kabupaten Nias Selatan'. i

7. Terminal adalah prasarana transport^ jalan untuk keperluan umum yang memuat dan menurunkan orang
atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu
simpul jaringan transportasi. j

8. Pangkalan adalah tempat menunggu jatau pemberangkatan kendaraan penumpang kendaraan umum.
9. Subterminal adalah tempat Pemupgutan Retribusi Terminal (TPR) dari setiap pangkalan angkutan

penumpang umum.
10. Angkutan adalah pemindahan orang! atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan

kendaraan.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum

dengan dipungut biaya bayaran sebagai imbalan jasa.
12. Mobil Penumpang Umum adalah ptiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8

(delapan) tempat duduk, tidak terma^uk tempat duduk^pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

13. Taxi adalah Kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang umum yang di beri tanda khusus dan atau
tanpa di lengkapi dengan arfogometer.

14. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan; bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan
besamya jumlah retribusi yang terhutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembpyaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi
yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
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18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selarpjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

19. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat
kegiatan usaha di lingkungan terminal atau fasilitas lainnya.

20. Tanda Pembayaran Retribusi Term|nal selanjutnya disingkat (TPR) adalah bukt^embayaran Retribusi
Terminal untuk Kendaraan penumpang umum.

. 21. Kepala Terminal adalah Kepala Pelaksana Teknis dari Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
Kabupaten Nias Selatan. ; *

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi terminal penumpang dipunggut retribusi atas jasa pemakaian terminal, sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan 'tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan tempat kegiatan usaha,
fasilitas lainnya di terminal.

\

\

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas yang meliputi :

a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
b. penyediaan tempatkegiatan usaha;dan
c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal;

(2) Tidak termasuk objek retribusi terminal adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintafi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

, I
Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

BAB III
j GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal

Umum yang terdiri dari:
a. terminal type A;dan
b. terminal type B.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe dan fungsi terminal, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

! Pasal 7
(1) Besarnya tarif Retribusi Terminal/pangkalan Kendaraan untuk sekali masuk sebagai berikut :

a. mobilbus antar kota sebesar
b. mobilbus antar kota sebesar

: Rp. 2.000;
: Rp. 1.500;
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c. mobil Penumpang antar kota sebesar : Rp. 1.000
d. becak bermotor sebesar
e. becak tidak bermotor sebesar :

Rp. 500;
Rp. 250;

. (3) Bukti pembayaran retribusi untuk kerjdaraan umum berupa kupon TPR; dan
(4) Pungutan Retribusi Terminal diutamakan untuk pemeliharaan, pembangunan dan op^rnasional terminal.

Pasal 8
- ‘.VPemakaian kamar mandi/WC :

a. mandi
\:Rp. 1.000/sekali mandi;

b. buang air besar :Rp. 500/sekali pakai; dan
c. buang air kecil : Rp. 250/sekali pakai;

BAB VI
PR1NSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
(1) Sasaran dalam penetapan struktun dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

pemasukan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan,pemeliharaan dan operasional.
(2). Setiap Kendaraan Angkutan Penumpang umum yang masuk Terminal/Pangkalan dan tempat kegiatan

usaha serta fasilitas lainnya di kenakan Retribusi.
BAB VII

MASA RETRIBUSI
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lainnya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk
menetapkan besarnya retribusi yang,dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUN6UTAN

Pasal 11!
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan

kartu langganan. j
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan

Bupati. i
| BABJX
jTATA CARA PEMBAYARAN
, Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan. .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tafa cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13
Retribusi Terminal yang terutang dipungut diwilayah Daerah.i

;
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BAB XI
: SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 14
' Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua ^efsen) setiap bulan dari
Retribusi yens terhutenQ Btsu kursnQ dibsysr d3n ditBQih dsriQsn rnenQQunskBD STRD.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI \

l

| Pasal 15
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada

Bupati. - j
(2) Bupati dalam jangka waktu paling! lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi setjagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan

suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi. i

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1.) diatuy..dengan Paraturan Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terutangpya Retribusi, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang
retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran; atau j
b. ada pengakuan utang Retribusi|dari wajib Retribusi baik langsung rnaupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya SuratTeguran tersebut

(4) Pengakuan utang retribusi secarajlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib
retribusi dengan kesadarannya m^nyatakan masih mempunyai retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah. I

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuranjatau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib
retribusi.

f
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^ Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa
dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

'



BAB XIV
i ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 18
• (1) Pengangkutan penumpang umum dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum.

(2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat1 meltputi:
a. mobil bus antar kota;
b. mobil bus dan mobil penumpang dalam kabupaten ;
c. mobil penumpang antar kecamatan;
d. becak roda tiga baik yang bermotor maupun tidak bermotor;

sv

Pasal 19
(1) Setiap kendaraan penumpang umum wajib singgah di Terminal yang dilalui baik dengan tanpa diatur

dalamIzin Trayek.
(2) Setiap Mobil Angkutan umum yang masuk terminal, pangkalan atau sub terminal dilarang meneruskan

peijalanannya sebelum menyerahkan TPR kepada petugas yang dihunjuk.
BAB XV

| FASILITAS TERMINAL
) Pasal 20

Fasilitas penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 21!
(1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud Pasal 20 terdiri dari :

a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
b. jalur kedatangan kendaraan umum;
c. tempat parkir kendaraan umijm selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat

tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
d. bangunan kantor terminal;
e. tempat tunggu penumpang dan1atau tunggu pengantar ;
f. menara pengawas ;
g. loket penjualan ;
h. rambu-rambu dan tanda informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif, dan tarif

peijalanan;
i. pelataran parkir kendaraan pengantar;

(2) Pengadaan fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disesuaikan dengan situasi, kondisi atau
tipe terminal.

Pasal 22
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa :

a. kamar kecil atau toilet'
b. kios, kantin dan telepon umum; 1

c. ruang informasi dan pengaduan; j
d. tempat penitipan barang; ,
e. taman;

BAB XVI
PENGADAAN DAN PELAYANAN TPR

Pasal 23
Pengadaan TPR dilakukan oleh Bupati atau Dinas yang dihunjuk Bupati.

:
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jjr Pasal 24

Pelayanan TPR dilakukan di terminal, Pangkalan dan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan

I * Kepala Daerah.
! BAB XVII

KUPON TPR

Pasal 25
(1) Percetakan Kupon TPR harusmemenuhistandartteknispengamanan;
(2) Kupon TPR terdiri dan 2 (dua) bagian yaitu :

a. bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada Kendaraan Angkutan umum,
yang memuat data antara lain sebagai berikut :
1. Kode wilayah, Nomor sen clan Nomor urut Kupon;
2. Namajenispungutan; j
3. Dasar hukum pungutan; \
4. Besarnya retribusi;
5. Catatan yang berbunyi : be’rlaku satu kalimasuk;
6. Pada sisi kanan kupon di beri lubang bergaris dengan ukuran garis tengah 4 (empat) mm dan jarak

lubang antara satu denganiainnya 9 mm;
b. bagian kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) yang memuat date antara

-
\

lain:
a. kode wilayah Nomor seri idan Nomor urut kupon;
b. namajenispungutan; j
c. besarnya retribusi; j

BABXVIll
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26
Pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap palaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB XIX
j KETENTUAN PIDANA

Pasal 27
(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam

kurungan paling lama 3 (tiga) bulandan atau denda banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 29
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. <
(3) Wewenang penyidik sebagaimana jiimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak

pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

!



w,
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahap bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah; 1

i

d. memeriksa buku, catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah; j

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli 'dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkjaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentua.n yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Selatan.
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Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 12-Juli 2011

:
BUPATI NIAS SELATAN,:

!

IDEALISMAN DACHI
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